BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 2
huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa Timur, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4503);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856), \



Menetapkan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunananggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA  MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor
42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 ayat (8) diubah dan diantara ayat (8)
dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (8A)
sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(84)

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. badan usaha milik negara atau badan usaha
milik Daerah; dan/atau
d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia;
e. partai politik.
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa uang, barang atau jasa.
Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah uang yang diberikan secara langsung
kepada penerima Hibah untuk pelaksanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan.
Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah barang atau jasa yang
diberikan secara langsung kepada penerima Hibah.
Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan
Pemerintah Daerah dan setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan
pilihan.
Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah
Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD
terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan
sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait
atau SKPD Pemberi Rekomendasi.
Belanja hibah terkait hubungan antar lembaga
pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam

rangka  menunjang  program, kegiatan  dan
subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan Umum;

Belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan yang mendukung
program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah
Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
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Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali:

1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka
mendukung penyelenggaraan pemerintahan
Daerah sepanjang tidak tumpang tindih
pendanaannya dengan APBN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh
pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

3. partai politik dan/atau;

4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah
Daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

2. Ketentuan pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)
(4)
()

Pasal 8

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), badan atau lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) dapat menyampaikan usulan Hibah baik
berupa uang atau berupa barang/jasa secara tertulis
kepada Bupati paling lambat sebelum Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) atau  sebelum
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(Perubahan RKPD) ditetapkan.

Setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya diperkenankan berupa satu usulan tertulis
yaitu berupa surat permohonan dan proposal Hibah.
Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

3. Ketentuan pasal 9 ayat (2) huruf a diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Usulan tertulis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah lain, BUMN atau BUMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:



a.
b.

surat permohonan; dan
proposal.

(2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditandatangani oleh:

a.

b.

C.

Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau
Kepala Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam Daerah Kabupaten
Nganjuk;

Pemerintah Daerah lain ditandatangani oleh
Kepala Daerah; dan

BUMN atau BUMD ditandatangani oleh direktur
utama,/ pimpinan/sebutan lainnya.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b paling sedikit memuat:

a.

proposal Hibah berupa uang:

1. identitas dan alamat pengusul;

2. latar belakang;

3. maksud dan tujuan; dan

4.rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian
Anggaran Biaya (RAB).

proposal Hibah berupa barang/jasa:

1. identitas dan alamat pengusul,;

2. latar belakang;

3. maksud dan tujuan;

4. jenis barang/rincian pekerjaan jasa;

S. volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan

6. lokasi pemberian barang/jasa.

7. Ketentuan pasal 18 ayat (3) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Penetapan Penerima Hibah berupa uang atau

barang/jasa didasarkan pada Peraturan Daerah
tentang APBD /Perubahan APBD dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran
Perubahan APBD.

(2) Daftar  penerima  Hibah berupa uang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
besaran uang yang akan dihibahkan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati/Keputusan Kepala
SKPD Pemberi Rekomendasi.

(3) Kebenaran data dan keabsahan dokumen

persyaratan penerima Hibah berupa uang atau
barang/jasa yang tercantum dalam daftar
penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi tanggungjawab SKPD Pemberi
Rekomendasi.



(4) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran Hibah.

. Ketentuan pasal 20 diantara ayat (2) dan ayat (3)
disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2A) sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Setiap pemberian Hibah berupa barang/jasa
terlebih dahulu dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani oleh Kepala SKPD Pemberi
Rekomendasi dan penerima Hibah berupa
barang/jasa berdasarkan DPA-SPKD atau
Perubahan DPA-SKPD.

(2) NPHD atas Hibah berupa barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima Hibah;

b. tujuan pemberian Hibah;

c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang
akan diterima;

d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/tahapan/penyerahan

Hibah;
f. tata cara pelaporan Hibah; dan
g. sanksi.

(2A) NPHD berupa barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh SKPD
Pemberi Rekomendasi atau Penerima Hibah
dan diajukan permohonan penandatanganan
NPHD Hibah berupa barang/jasa oleh
Penerima Hibah kepada Kepala SKPD Pemberi
Rekomendasi.

(3) Sebelum dilakukan penandatangan NPHD,
Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi
melakukan penelitian kesesuaian NPHD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan:
a. nilai besaran Hibah yang tercantum dalam

Peraturan Daerah tentang
APBD/Perubahan APBD dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran

APBD/Penjabaran Perubahan APBD; dan

b. Keputusan Kepala SKPD Pemberi
Rekomendasi mengenai daftar penerima
Hibah.

(4) Bentuk NPHD berupa barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)//
tercantum dalam Format 7.2 Lampir
Peraturan Bupati ini.




(5)

Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang
belum dimuat dalam format NPHD, Kepala
SKPD Pemberi Rekomendasi dan penerima
Hibah dapat melakukan penambahan klausul
perjanjian  sesuai  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

9. Ketentuan pasal 21 ayat (5) dan ayat (7) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 21

Pencairan Hibah berupa uang dari Pemerintah
Daerah kepada penerima Hibah dilakukan
setelah penandatanganan NPHD dan pakta
integritas.

(2) Penerima Hibah mengajukan surat usulan

(3)

(4)

pencairan Hibah kepada Bupati Cq. Kepala

SKPD  Pemberi Rekomendasi dilengkapi

dokumen administrasi, meliputi:

a. surat wusulan pencairan Hibah yang
dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB)
penggunaan Hibah yang telah disesuaikan
dengan nilai besaran Hibah yang diterima
sesuai daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran Hibah dalam
lampiran Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD atau Penjabaran
Perubahan APBD;

b. NPHD;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/identitas penerima Hibah;

d. fotokopi rekening bank yang masih aktif;

e. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap
ditandatangani oleh pimpinan dan
bendahara instansi penerima Hibah atau
sebutan lainnya;

f. pakta integritas bermeterai cukup; dan
dokumen administrasi lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Usulan pencairan Hibah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan

secara sekaligus dan/atau bertahap.

(5) Terhadap penerima Hibah yang dokumen

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinyatakan lengkap dan sah oleh SKPD
Pemberi Rekomendasi, maka Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi  merekomendasikan
secara tertulis kepada PPTK kegiatan/sub
kegiatan Hibah dan Bendahara Pengeluar
dalam rangka pencairan Hibah berupa u
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(6) Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi
bertanggung jawab penuh secara formal dan
material atas rekomendasi pencairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Bentuk Pakta Integritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Format 8
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Ketentuan pasal 22 ayat (2) huruf c dihapus
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pencairan  Hibah  diproses oleh  PPTK,
Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD pada
SKPD Pemberi Rekomendasi sesuai dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS) dari
Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening
bank penerima Hibah.

(2) Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan
SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi melalui PPK-SKPD
berdasarkan:

a. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD;

b. Keputusan Kepala SKPD Pemberi
Rekomendasi tentang penetapan daftar
penerima Hibah;

c. Dihapus; dan

d. fotokopi rekening bank yang masih aktif.

(3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan
sah oleh PPK-SKPD, PPK-SKPD menyiapkan
SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala
SKPD Pemberi Rekomendasi.

(4) Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka Kuasa BUD
menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer
dana Hibah ke nomor rekening bank penerima
Hibah.

(5) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal 27 huruf a diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pertanggungjawaban SKPD Pemberi Rekomendasj
atas pemberian Hibah meliputi:
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usulan tertulis dari calon penerima Hibah
kepada Bupati;

keputusan Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi
tentang penetapan daftar penerima Hibah,;
NPHD;

pakta integritas dari penerima Hibah yang
menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD dan
bertanggung jawab penuh baik secara formal
dan material penggunaan Hibah; dan

bukti transfer atas pemberian Hibah berupa
uang atau berita acara serah terima/bukti
serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah
berupa barang/jasa.

Ketentuan pasal 30 ayat (1) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 30

Laporan penggunaan Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a,
paling sedikit meliputi:

a. surat pengantar yang ditujukan kepada
Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi
Rekomendasi;

b. laporan keuangan, paling sedikit memuat:

1. rekapitulasi realisasi penggunaan dana
Hibah sesuai RAB;

2. rincian realisasi kegiatan penggunaan
dana Hibah,;

3. rekening koran bank pada periode
diterima dana Hibah sampai dengan
realisasi kegiatan/sub kegiatan;

4. dalam hal terdapat sisa dana Hibah,
dilampirkan bukti setoran pengembalian
sisa dana Hibah ke Rekening Kas Umum

Daerah; dan

5. dokumen administrasi lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. laporan kegiatan/sub kegiatan, paling
sedikit memuat:
1. pendahuluan;
2. pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
3. hasil pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan.
4. penutup/kesimpulan.
Laporan penggunaan Hibah dan surat
pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf a dan huruf b dan ditandatangani serta
dibubuhi cap/stempel oleh:



a. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran untuk Pemerintah Pusat;

b. Kepala Daerah untuk Pemerintah Daerah
lain;

c. direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya
untuk BUMD atau BUMN; dan

d. ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk
badan, lembaga, atau organisasi
kemasyarakatan.

e. ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk
Partai Politik.

13. Ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 40

Usulan Bantuan Sosial secara tertulis dan/atau
dokumen administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 disampaikan kepada Bupati paling
lambat sebelum RKPD atau Perubahan RKPD
ditetapkan.

14. Ketentuan pasal 43 ayat (1) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Individu, keluarga, masyarakat dan/atau
lembaga non pemerintah dapat mengajukan
usulan  tertulis Bantuan  Sosial yang
direncanakan berupa barang kepada Bupati
paling lambat sebelum RKPD atau Perubahan
RKPD ditetapkan.

(2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berupa:

a. proposal, paling sedikit memuat:
1. identitas pengusul;
2. alamat pengusul;
3. maksud dan tujuan; dan
4. kebutuhan barang.
b. dokumen administrasi, paling sedikit
memuat :
1. fotokopi Kartu Tanda  Penduduk
(KTP)/Identitas; dan
2. surat pernyataan tanggung jawab.

(3) Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah p,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. proposal, paling sedikit memuat:



identitas pengusul;

alamat pengusul;

latar belakang;

maksud dan tujuan; dan

kebutuhan barang.

b. dokumen administrasi, paling sedikit
memuat:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/
Identitas Ketua/pimpinan/sebutan
lainnya Lembaga non pemerintah;

2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan
hukum yang telah mendapat
pengesahan dari Kementerian yang
membidangi hukum atau Keputusan
Gubernur atau Keputusan Bupati
tentang pembentukan organisasi/
lembaga atau dokumen lain yang
dipersamakan;

3. fotokopi surat keterangan domisili
lembaga dari kelurahan/desa setempat;

4. fotokopi izin operasional/tanda daftar
lembaga dari instansi yang berwenang;

5. fotokopi sertifikat tanah /bukti
kepemilikan tanah atau bukti perjanjian
sewa/pinjam pakai bangunan/gedung
atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan masa berlaku sewa/pinjam
pakai minimal 2 tahun;

6. surat pernyataan tanggung jawab

bermeterai cukup.
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15. Ketentuan pasal 52 ayat (4) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan
berupa uang mengajukan surat permohonan
pencairan Bantuan Sosial kepada Bupati Cq.
Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi dilengkapi
dokumen administrasi, meliputi:

a. surat usulan pencairan Bantuan Sosial
yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya
(RAB) penggunaan Bantuan Sosial yang
telah disesuaikan dengan nilai besaran
Bantuan Sosial yang diterima sesuai daftar
nama penerima, alamat penerima dan
besaran Bantuan Sosial dalam lampiran
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
atau Penjabaran Perubahan APBD; /

/
/
/

¢



b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/identitas penerima Bantuan Sosial;

c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;

d. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap
ditandatangani oleh pimpinan dan
bendahara instansi penerima Bantuan
Sosial atau sebutan lainnya; dan

e. dokumen administrasi lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(3) Usulan pencairan Bantuan Sosial yang
direncanakan berupa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
secara sekaligus dan/atau bertahap.

(4) Terhadap penerima Bantuan Sosial yang
dokumen administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah oleh
SKPD Pemberi Rekomendasi, maka Kepala
SKPD Pemberi Rekomendasi
merekomendasikan secara tertulis kepada PPTK
kegiatan/sub kegiatan Bantuan Sosial dan
Bendahara Pengeluaran dalam rangka
pencairan Bantuan Sosial berupa uang.

(5) Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi
bertanggung jawab penuh secara formal dan
material atas pencairan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

16. Ketentuan pasal 58 ayat (1) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Pertanggungjawaban SKPD Pemberi
Rekomendasi atas pemberian Bantuan Sosial
meliputi:

a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial
kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati/Keputusan Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi tentang penetapan
daftar penerima Bantuan Sosial; dan

c. bukti transfer atas pemberian Bantuan
Sosial berupa uang atau berita acara serah
terima/bukti serah terima (BAST) barang
atas pemberian Bantuan Sosial berupa
barang.

(2) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan
bertanggung jawab secara formal dan material
atas penggunaan Bantuan Sosial yang
diterimanya.



(3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial
yang direncanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:

a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang
menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang
diterima telah digunakan sesuai dengan
usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan
sah sesuai peraturan perundang-undangan
bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang
atau salinan berita acara serah
terima/bukti serah terima barang bagi
penerima Bantuan Sosial berupa barang.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan
kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi
Rekomendasi untuk Bantuan Sosial berupa
uang dan Bantuan Sosial berupa barang.

(5) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan oleh
penerima Bantuan Sosial sebagai bentuk
Pertanggungjawaban dan disimpan selaku
objek pemeriksaan.

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disampaikan paling lambat
tanggal 31 Desember Tahun Anggaran
Berkenaan kecuali ditentukan lain sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan.

(7) Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi melakukan
monitoring dan evaluasi dalam rangka evaluasi
penggunaan Bantuan Sosial berupa uang
dan/atau percepatan penyampaian laporan
penggunaan Bantuan Sosial berupa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

17. Ketentuan pasal 64 ayat (4) dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) SKPD Pemberi Rekomendasi melakukan
monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah
dan/atau Bantuan Sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan Inspektur paling
lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya.

(3) Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Format 14
Lampiran Peraturan Bupati ini.



18. Ketentuan pasal 66 dihapus.

19. Ketentuan Lampiran Format 8 diubah sebagaimana
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,
ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk

pada tanggal 2 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.
Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO. ﬁ’ M.Si.

Pembina Tingkat I _
NIP. 19680504 199202°1 001




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 42
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Format 8
KOP BADAN/LEMBAGA/ORMAS
PAKTA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan
Peraturan Bupati Nomor ......... 41 107 RS tentang Pedoman
Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan ini kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama K. s oA R

No. KTP/NIP/NRP *) P
Jabatan A A A RN

Nama Badan/Lembaga/Ormas A —

Alamat Badan/Lembaga/Ormas S
Sebagai penerima Hibah berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah
LAty RORHRPER cvuaammsmsamsmmuvsriss SEDEBEY B covvvnimponvmmpssmmsmessuases
| PET e rupiah) yang akan digunakan untuk Kkegiatan sebagai

NO. URAIAN KEGIATAN/PENGGUNAAN JUMLAH (Rp.)
1. Nama Kegiatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan melaporkan dan mempertangggungjawabkan penggunaan
dana Hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah kepada Bupati
Cq. Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi .......... paling lambat
tanggal 31 bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan;

2. Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang

diusulkan dan NPHD yang telah ditandatangani serta bertanggung

jawab secara formal dan material atas penggunaan dana Hibah

yang diterima.

Tidak akan mengalihkan belanja Hibah kepada pihak lain; dan

4. Bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Republik
Indonesia apabila di kemudian hari terdapat
penyimpangan/penyalahgunaan dana Hibah yang diterima.

(



Demikian surat pakta integritas ini dibuat di atas kertas meterai
secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, ................
Nama Jabatan

Meterai cukup

Nama Jelas

*) bagi penerima Hibah instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

Pj. BUPATI NGANJUK,
ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salihan sesuai dengan aslinya

SUTRISNO,
Pembina Ting
NIP. 196805

199202 1 001



